
 

BUPATI MAMUJU UTARA 

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2014  

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMUJU UTARA, 

Menimbang : a. 

 
 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 
(3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa; 

  b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Mamuju Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, perlu ditinjau kembali dan dilakukan 
perubahan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4270); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2004  tentang  
Pembentukan  Provinsi  Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4422); 

  5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  7.  Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

  8.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);  

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717);  

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri    Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara    Nomor 
3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam 
Wilayah Kabupaten Mamuju Utara; 

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara    Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mamuju Utara; 

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara; 

  20.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 31 TAHUN 



2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Mamuju Utara 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa, diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 3 

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kepala Desa   Rp. 1.700.000.- / bulan 

b. Sekretaris Desa Non-PNS Rp.   1.000.000.- / bulan 

c. Kepala Urusan   Rp.    700.000.- / bulan 

d. Kepala Seksi   Rp.    700.000.- / bulan 

e. Kepala Dusun   Rp.    700.000.- / bulan 

f. Bendahara Desa   Rp.    700.000.- / bulan 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara. 

 
 Ditetapkan di Pasangkayu 
 pada tanggal 10 Januari 2017 

  BUPATI MAMUJU UTARA, 

   Ttd          

      H. AGUS AMBO DJIWA 
Diundangkan di Pasangkayu 
pada tanggal 10 Januari 2017 

        SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAMUJU UTARA, 
             

H. M. NATSIR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 8 


